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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Penerapan governansi digital dalam pelayanan administrasi 

kependudukan menggunakan aplikasi PEMUDA telah memenuhi ketiga dimensi 

dalam Kerangka yang dikemukakan oleh Lisa Welchman. Artinya, aplikasi 

PEMUDA telah berhasil menerapkan konsep governansi digital dalam 

pelayanannya, sehingga  dengan adanya Aplikasi PEMUDA kebutuhan masyarakat 

dalam pelayanan administrasi kependudukan tercukupi dan berhasil 

disederhanakan. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1) Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bandung berjalan 

dengan baik meskipun dalam masa Pandemi. 

2) Aplikasi PEMUDA berhasil memenuhi kebutuhan administrasi 

kependudukan masyarakat Kota Bandung, khususnya dengan adanya 

fitur pemutakhiran data. 

3) Aplikasi PEMUDA mudah diakses oleh siapa saja baik pengguna 

Android maupun IOS. 

4) Strategi digital yang dilakukan oleh pihak perancang inovasi telah 

diterapkan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan 

administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
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serta tanggap terhadap masukan dan saran dari pengguna maupun staff 

pelaksananya.  

5) Kebijakan digital yang berkaitan dengan ketentuan penggunaan dan 

kebijakan privasi yang digunakan oleh Disdukcapil Kota Bandung 

sudah jelas dan dapat melindungi identitas kependudukan pengguna 

layanan.  

6) Standar digital yaitu standar pelayanan yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah jelas dan 

terbuka akan perubahan. Sehingga, aplikasi yang disediakan akan 

semakin baik dan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil wawancara 

dan informasi yang diperoleh, adalah sebagai berikut: 

1) Perlu adanya penyesuaian setiap adanya perubahan sistem akses 

dalam aplikasi, karena berdasarkan informasi yang diperoleh oleh 

peneliti, Aplikasi PEMUDA beberapa kali mengubah sistem 

penggunaannya sehingga membingungkan pengguna.  

2) Perlu adanya pembatasan jenis pelayanan publik yang akan dilayani 

dalam aplikasi PEMUDA. Seluruh masukan dan keinginan 

masyarakat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu karena jika terus 

dilakukan perubahan dalam perencanaan, maka akan berdampak 

pada standar pelayanan dalam aplikasi PEMUDA. 
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